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ABSTRAK

Sebagar  negara  vang  sedang  berkembang,  Indonesia  berusaha
menjalankan kerjasama internasional diberbagai scktor yang dapat menunjang
pembangunan, khususnya dengan negara — negara tetangganva seperti Singapura
dan Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu membuar suat
hubungan kerjasama ekonomi dengan Singapura dan Malaysia yang tergabung
dalam wadah perjanjian kerjasama IMS-GT (Indonesia — Malaysia — Singapura —
Growth Triangle). Kerjasama ini melahirkan beberapa bidang, diantaranya bidang
perdagangan, mvestasi dan keuangan, Untuk menunjang kegiatan perdagangan,
mvestasi dan kevangan i, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang
Kawasan Berikat, yaitu salah satu bentnk fasilitas nerpajakan dan kepabeanan,

Permasalahan vang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini antara
lain; pelaksanaan perjanjian kerjasama MS-GT ditinjau dari hukum perjanjian
mternasional, pemanfaatan Kawasan Benkal dalam rangka pengembangan ekspor
di Provinsi Sumatera Barat schubungan dengan perjanjian kerjasama IMS-GT,
kebijakan - kebijakan yvang ditempuh Pemerintah Daerah Provinst Sumatera Barat
dalam rangka mengembangkan Kawasan Bertkat di Provinsi Sumatera Barat serta
Upava — upaya vang harus dilakukan untok lebih memacu berkembangnya
perjanjian kerjasama [MS-GT

Dalam melakukan peneliian i, penulis memakal pendekatan yuridis
empiris, vatlu penelintan vang  dilakukan  untuk  melihat hukum  dalam
pelaksanaannya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, vaitu analisis dengan
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, hasil
penelitian Kepustakaan dan hasil penelitian lapangan vang peneliti lakukan.

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  sekitar 70 Nota
Kesepakatan (Memaorandum Of Understanding) yang telah ditandatangani antara
swasta Sumatera Barat denpan swasta Malaysia dan Singapura, diantaranya
adalah kerjasama penanaman modal (Joint Enterprise) antara PT. Incasi Rava
Padang dengan Lamia, Pte, Ltd, Singapura, vang kemudian membentuk
perusahaan baru, yaitu PT. Usaha Inti Padang. Untuk menunjang kerjasama ini,
maka PT. Usaha Inti Padang menyelenggarakan Kawasan Benkat schingga
mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan PPn, PPnBM dan
PPh Pasal 22 wmpor dalam melakukan kegiatan impor untuk tujuan ekspor,
Dengan pemanfaatan Kawasan Berikat. banvak kemudahan vang didapatkan oleh
FT. Usaha Inti Padang sebapar Penyelenggara Kawasan Berkat (PKB) dan
sebagal Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). Kemudahan ini merupakan
faktor penunjang untuk  meningkatkan  ekspor/perdagangan, investasi  dan
kenangan yang merupakan salah satu bidang datam perjanjian kerjasama TMS -
GT.
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PENDAIIULUAN

A, Latar Belakang Masalah

setrap negara dv dunia i ndak dapat berdin sendin dan melepaskan dir dar
acgara lain. Masing-masing negara dituntut untuk berhubungan dan bekerja sama
satu sama Tamn untuk memenuhi kebutuhannya, jika tidak tentu dengan sendirinya
negara tersebut ahan terunggal dari kemajuan negara lain. Adapun  faktor yang
menyehabkan negara itw saling berhubungan dan bekerjasama antara lain adalah
faktor dependecia, yaitu adanva penetrasi asing dan keterpantungan cksternal,
dimana hampir semua negara Dunia Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam
oleh, dan sangat tergantung pada negara — negara industri maju melalui berbagai cara
seperti ekonomi. politik, dan kultural.'

Republik Indonesi sehugan negara vang sedang berkembang jupa berusaha
menjalankan kegasama di berbagai sektor vang dapat menunjang pembangunan,
shususnya dengan negara-negara tetangganyva seperti Malaysia dan Singapura, Oleh
sareni 1t Indonesia memandang perlu untuk membuat suatu hubunean kerjasama
sronomi dengan Malaysia dan Singapura vang tergabung dalam wadah perjanjian

serasama IMS-GE (Indonesia, Malaysia, Smgapura-Growth Triangle ).

U Mehtar Mas'oed, M Hlabnsan fatoricsined, Phaggalinr oo Metoddelosm, LP3ES, Jakarlz
200, Hlm, 204



Perjanpian kerjasama IMS-GT merupakan pengembangan dari Kawasan
segitiga Pertumbuban Sijon (Singapura-lohor-Riau).  Presiden Socharto
mengeluarkan Keppres No 411973 tentang Pembentukan Kerjasama Indonesia-
Simgapurd vang ditctapkan di Batam, dan menvatakan Pulae Batam sebagal suatu
Daerah Industrr Batam menjadi ponded  idand. sualu wilavah olonom  vang
rengelolaannva diserahkan kepada suatu badan otorita, Otorita Batam (O13),

Terbentuknva kerasama dalam konteks Segitipa Pertumbuhan - Sijori
singapura-fohor-Riau) - vang mehbatkan tga negara ASEAN, [ndonesia, Malaysia
dan Smgapura, merupakan suatu fenomena baru vang banyak menarik perhatian.
Scbagian penpamat melihat konsep Scgitiva Pertumbuhan ini schagal suatu terobosan
atas kemandekan kerjasama chonomi intra-ASEAN

Apa vang dikenal dengan scbutan Sepitiga Pertumbuhan Stor bukanlah
merupakan Sepitiga sama kake Malahan mungkin belum dapat dikatakan sebagpai
segitiga karena satu sisiya, vailu vang menghubungkan Riau dengan Johor masih
selum hadir sceara nvata Kenvataannva  adalah terciptanya suatu  kawasan
pertumbuhan terbatas berpusal di Singapura ving melibatkan Riaw dr satu sisi dan
Johor di sist lunnva '

Kerjasama Riau-Singapura merupakan hasil persctijuan pemerintah pusat

‘ndonesia dengan pemerintah Singapura, sedangkan kerjasama antara Singapura dan

* Vadi Scesasteo, Pordebeton A fesgrenent Berfernn, TS5, Jakarta, 2003 Hlm 2

Deswi Fortuna Anwar, clapek Habaisor Btermasionead oo Pesgembanyen Sijord,
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan uratan pada Bab-bab terdahulu dan hasil penelitian penubis di
lapangan, maka dapat ditarik beherapa kesimpulan sebagai berikut -

|, Berdasarkan studi kepustakaan vang telah penulis lakukan, bahwa prosedur
pelaksanaan perjanpian kerjasama [IMS - GT 1 sudah sebhagaimana mestinya
seperti vang diatur dalam Konvenst Wina ataupun dalam Undang — Undang
MNo. 24 Tahun 2000 tentang Peranjian Internasional, dimana perjanjian
kerjasama il sudah melewatt dua tahap yaitu tahap perundingan dan
penandatanganan,

Dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2000 dischutkan bahwa Indonesia dapat
membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatangan, seperti
MOU, agreed minutes, exchange of notes, dii,

Perjanpian kenasama IMS — GT im berbentuk MOU iMemorandum Of
{nderstandime), yang dapat langsung berlaku setelah penandatanganan.

2. Dalam memanfaatkan Kawasan Berikat, diberikan fasilitas — fasilitas dibidang
kepabeanan, perpajakan dan cukai, sehingga memperlancar ekspor vang
akhirnya dapat mengembangkan ckspor.

Fasilitas — fasilitas terschut antara lain
a.  Penanggguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPn,

PPal3M, dan PPh Pasal 22 impor.
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